BALINAN

FERATURAN BUPATI PURWOREID
NOMOR g7 TAHUN 2097

TENTANG

FEMBENTUEAN, REDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGS], SERTA TATA KER.JA
[TNIT PELAKSANA TEKMIS PANTI ASUHAN TAT TWAM ASI
PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, FEMBERDAYAAN FEREMPUAN DAN PERLINDUNGARN

ANAK KABUFATEN PURWOREID

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BLUPATI PURWORE.FD,

bahwa untuk melaksanakan ketentusn Pasal 7
Peraturan Darrah Eabupaten Purvargo Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangikat Daeralh Eabupaten Purworejo telah
ditetapkan Peraturan Bupati Purworgjo Nomor 97
Tahun 2016 tentang Pembentukan, Heduduksn,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Asuhan Tat Twam
Ani pada Dinas Sosiml, Pemberdaysan Pecempiafn
dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwarejo;

bahwa dengan berlakunya Peraturmn Daerah
Kabupaten Purworeie Nomor | Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan [Pacrah HKabupaten
Purworeje Nomor 14 Tahun 2006 (entang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo, maks Peraturan Bupati
Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruafl a
perlu  ditinfau kembali dan disesumikan dengan
menstaphkan Peraturan vang bamg;

bahwn berdasarkan pertimbangon  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan hunad b, periu
menetapkan Peraturan Bupatl Purworgjo tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kega Unit Pelaksans
Teknis Pantl Asuhan Tat Twam Asi pada [Nnas
Sominl, Penpendalian Pendudulk, Keluargs
Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  dan
Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo;



Mengingat

Menetaplkan :

2.

4]

Pasal 18 ayat (6 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Momor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daernh-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang  Momor 23 Tehun 2014  tentang

Pemerintahan Daerah [Lemberan Negara Republik
Indonesia Tahwun 2014 MNomor 2494, Tembahano
Lembaran Negara Republik ndonesiaa Nomor 5587),
pebagalmana telah divbah beberapa kab, terakhir
dengan Undeng-Undang Nomor 9 2 Tahunm 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
MNomaer 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Dasrah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2015
Momor 38, Tombaban Lembaran Kegara Republik
Indonesia Nomor S67T49);

. Peramuran Pemerintah Nomos 18 Tahun 2016 tentang

Permngkai Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Iindonesin Tehun 2016 Komor (14, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3887),

Peraturan Dasrah Kabupaten Purwosepe Momor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat [kaerah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14]
sebagaimsana elah divbeh dengan Peraturan Deerab
Kabupaten Purworeje Nomor | Tahun 2017 tentang
Perubahan  Ates  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Purworejo Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Pembentukan dan  BSusunan Perangkst  Daserah
Kabupaten Pursoreje (Lembaran Deerah Kabupaten
Purwaoreio Tahun 2017 Nomor 1];

MEMUTLUSEAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUEAN,
EEDLIDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGEI, SERTA TATA EERJA LNIT PELAKSANA

TEENIS PANT] ASUHAN TAT TWaAM AS| PADA DINAS

203l1AL, PENGENDALIAN @ PENDUDUK, RELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PELINDUNGAN ANAK EABLPATEN PURWOREIC.



BAR I

KETENTUAN LIMLUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Bupat iml yvang dimaksud dengan:

E:
e

£n .

Deerah dnlah Kabupaten Pursorejo.

Pemerinitahan Deerah mdnlakh penyelengparaan Llmiesmn
Pemerintahan odch Pemerintah Deerah dan Dewan  Perwskilan
Rakyat Doerah menurud asas olonomi dan tugas pembantuan
dengnn prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan ponsip
Negars Resatuan Republik Indonesia schagaimana dimaksad daktam
Undang-Undang Dagar Negara Fepublik Indonessa Tahun 1945,
Pemerintah Deerah sdalah Bupsat sebagar unsur penyelengpara
pemerintahan  deersh  yang memimpin  pelaksanasn  uresan
pemmerintahan yang menpdi kewenangan dacrah otonom.

Bupati adalah Bupati Purworejo.

Minas So=mial, Pengendalian Penduduok, Keloargn BHerencana,
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak, wang
selanjutnya dislngkat DINSOSDUKKBPPPA, adalah Dimas Soslal,
Pengendalinn Penduduek, Keluarga Berencana, Pemberdaymnn
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purenrejo,

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan  Anak, yang
selonjutnya disebut Kepala DINSOSDUKKBPPPA, sdalah Kepala
Dinas Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Refuarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kabupaten
Purworejo.

Umit Pelaksana Teknis Panti Asohan Tat Twam  Asi, yang
aelanjuinya disebut UPT Pent Asuhan Tar Twam Aszl, sadalah unsur
peloksana (ugas  teknds  pada DINBOEDUKKBPPPA  vang
melaksannkan kegntnn  teknis operasional danfatma  kegiatan
tekmis penunjang DINSOSDUKKBPPPA di bidang pengelolaan panti
asuhan.

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Panti Asuban Tat Twarm Asi, vang

selanjutnya disebut Kepala UPT Panti Asuhan Tat Twam Asi, adalah
kepala unit kerga peds DINSOSDUEEBPPPA yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di
bidang pengeiolaan panti asuhen.

Jahatan Fungsional Pegawni Megeri Sipil adalah kedudukan yvang
menunjukkan, heEss, angmung jawab, wewenang dan hak scorang
Pegepwal Negeni Sigl  dalam  satuan  organisasi vang  dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada  keahlinn  dan/fatao
keterampilan tertentu serta bersifat mandin,



BAR II

PEMBENTUEAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupat inl dibentuk UPT Pant Asuban Tat Team Asd
pada DINSOSDUKKBEPPPA,

BAR 1l

REDUDLURKAN, TUGAS DAN FUNCGE]

Pasal 3

(1] UPT Panti Asuban Tat Twam Asi berkedudukan dl bewah dan
bertanggung jawab kepada Eepala DINSOSDUKEBPPPA.

(2] UPT Panti Asuban Tat Twam Az scbagaimana dimaksud pada avat
(1] dipimpin oleh Kepaka UPT Panti Asuban Tat Twam Asi,

Pazmal 4

UPT Panti Asuhan Tat Twam Asi mempunyai tugas melaksanakan
kematan teknks operasional danfatau kegatan teknis penunjang padsas
DINSOSDUEEBPPPA dibidang pengelolaan Pantl Asuhan Tat Twam Asd
dengun membenbkan pelayanan berdansar prolesi pekerjaan sosial dalam
bentuk perawalan, bimbingan, pendidikan, pengembangan, rehabilitasd
dan pembinaan lanjut kepada anak-anak lusr biasa, tdak mampu,
serta terlantar pong mengalaomi  hambatan  sosial, ekonomi, dan
paikelogi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugss scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

UPT Panti Asuhan Tat Twam Asi menyelenggarakan fungsi;

a. penyiapan dan perumusan bahan serts pelanksanuan perencanaan
dan program kerja bidang pengelolaan Pant Asahan Tat Team Agi;

b, perawatan anak-anak luar binsa, tidak mampu, sera terlantar yang
mengalami hambatan sosinl, ekonomi, dan psikologg;

¢, pembimbingan, pendidikan dan pengembangan anak-anak luar
binsn, tidak mampu, serta terlantar vang mengalami hambatan
sopsial, ekonomi, dan psikeolog;



d. rehabilitas anak-anak luar bissa, tdak mampu, serls berlantar
yang mengakami hambatan sosial, ekonomd, dan palkolog,
e. pembinaon anak-asnak loar bissa, tidak mampu, serta terlantar
yamg mengalami bambatan soakal, ekonomi, dan peikolog;
I, penyelenggarsan ketatausahaan UPT Panti Asuhan Tat Twam Asl;
. pelnksannan tugas lain yang diberndkan oleh Kepala Dinas Sosial
PPPA sesni dengan tugas dan fungsd,

BARB IV

SUSUNAN ODRGANISAS]
Pasal &

(1] Busumnan Organisasl UPT Panti Asuban Tat Twarm Asi tesdin dan:
m, Repaka UPT;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungssodsl.

(2] Bagan Organisasi UPT Panti Asuhan Tat Twam Asi sebagaimana
dimaksuwd pada avar (1) tercantum  dalam  Lampiran  yang
merupakan hagan tidak terpisahkan dar Peratucan Bupatl ind.

BAB V
BUBBADIAN TATA USAHA

Pasal 7

(1] Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertangerang
jawanb kepada Kepaka UPT Panti Asuhan Tat Twam Asi.

(2] Subbagian Tata Usaha schageimana dimaksud peda ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal &

Subbagian Tata Usaha mempunyad tugas:

a. melaksanakan urusan perencanaan, cvaluasl pelaporan;
h. melaksanakan administrasi keuangan;

o, melaksanakan administrasi kepegavwaian;

d. melaksanakan urusan rumeh tangEa;



melnksanakan urisan Laka usaha

melaporkan pelaksanann boagas;

g mclaksanakan tugss kedinesan lain vang diberikan oleh Kepals
UPT Panti Asubhan Tat Twarn A,

T e

BAR VI

KELOMPOR JABATAN FUNGBIONAL
Pasal 9

i{I] Kelompok Jabatan Fungesonal berkedudubkan 4i bawah  dan
hertanggungjawab kepada Kepala UPT Tat Twam Asi.

(2} Kelompok Jabatan Fungeional schagaimana dimakasud pada avat (1)
dipimpin oleh seomng Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua.

{3} Kelompok Jabatan Fungsionad terdid dad  sejumlah  tenags
fungswonnl yang terbags dalam berbagal kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.

{4} Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

15} Jems dan jenjang Jabatan Fungstonal sebagaimana dimaksud pada
ayat {3}, datur sesuai ketentvan peraturmn perundang-undangan.

{6} Pembinaan terhadap Pojabat Fungsional sebagaimans dimaksad
pada ayat (3], dilakukan sesual ketentusn persturan perondang-
undangan

Pasal 10

Belompok Jabatan Fungsional mempunyal tugas dan fun seaual
dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan  keteniuan

peratumn perundang-undangan.

BAB VI
TATA KER.JA
Pasal 11

Eepala UPT Panti Asuhan Tat Twam Asi, Kepala Subbagian Tata Usaha
dan Ketua Kelompok Jabatan memml dalam melaksanakan tugas

berdasarknn ketentuan peraturan perundang-undangan dian kebijakan
yvang ditetapkan oleh Bupati.



Pasal 12

Kepala UPT Panti Asuhan Tat Twam Asi, Kepala Subbagian Tata Usaha
dan Ketia Kelompok Jabatan Fungsional dalam  melaksanakan
Tugastiva memperhatikan prinsp-prinsip masajemen vang melipud
PErENCATRRAN, pengorganisasian, pelaksansan, monitoring, cvaluasi dan
pelaporan sesuai dengan bedang tugasnya masing-masing.

Praal 13

(1] Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Pantl Asubhan Tat Twam
Agh dan Kepala Subbsgman Tata Usaha wajlb menecrapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam limgkup UPT Panti
Asuhan Tat Twam Asl yang bersangkiitan mauspun antar satuan
oFganisas sesual dengan tugss masing-masing.

id} Sehubungan dengan penermapan pronsip koordinesi, integrasi don
sinkronlsasl schagaimana  dimaksud ayat (1), peoyelenggasaan
tugas LIPT Panti Asuhan Tat Twam Asi yang berbaitan dengan tugas
dan fungst Camat, heris dikpordinasikan dengan Camat setempat.

Fasal 14

{1} Kepala UPT Panti Asuban Tat Twam Asi dan Kepala Subbagian Tata
Usaha bertamnggpung jawab dalam memimpin, menghoordinasikan
dan memberiknn  bimbingan  sema petunjuk-petunjuk bag
pelaksansan tuges bawahan rasig-masing.

{2} Kepala UPT Panti Asuhan Tat Team Asl dan Kepala Subbagian Tata
Usaha wajib mengkuli dan meéematuhi petunjuk-petunjuk dan
bertanggung  jawab  pada  afasan | masing-masing  seria
menyampaitkan laporan tepat waktu,

{3} Dalam menyvampaikan laporan schagumana dimaksud pada ayat
{2}, Kepala UPT Panti Asubhan Tat Twam Asi dan Kepala Subbagian
Tata Usaha dapat menyampaikan tembusen laporan kbepadn satuan

organisas lam vang secara fungsdonal mempunyal hubungan kerja,

{4} Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Panti Asuhan Tat
Twarn Asi dan Kepala Subbagsan Tata Usahe dari bawahan wajib
diolah dan dipergpunakan dalam penyusunan laporan lebih bamjut
dan dijadikan bahan unhik membenkan petunjuk  kepada
bawahan.



Pasal 15

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Pungsional
menyampaikan laporan kepada Kepala UPT Panti Asuhan Tal Twam
Asi, dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha
menvusun laporan Berkala Kepala UPT Panti Asuban Tat Twam Asi
kepads Kepala DHNSOSDUKKBRPPPA.

BAR VI
KEFEGAWALAN
Pasal I6

Jenjang jabatan den kepangkatan serta susunan kepegawaian diamr
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasal 17

Kepala UPT Panti Asuhan Tat Twam Asi, Kepala Subbagian Tata Usaha
dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan
oleh peinbat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada sant Peraturan Bupetd ind mulai berlaku, Peraturan Bupatb
Purworejo Momor 97 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kera Unit
Pelaksana Tebnis Panti Asuban Tat Twam Asi pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuon  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten
Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomar 97},
dicabut dan dinvatakan tidak bechsks.



Pasal 19
Peraturan Bupati inl mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memermntahkan  pengundangan
Pernturan daserah i dengan penempatannya dalam Berits Daerah
Kebupaten Pursorigo.

Dhtetapkan di Purwonigo
pada tanpral 20 Soptembar 2077

BUPATI PURWOREJO
Ted

3 AGUS BASTIAN
Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 20 Sepiember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Teed

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMORE SERI D NOMORS



LAMPIRAN

PERATURAN BUPAT] PURWOREIO

ROMOR - &F TAHUN 2017

TENTANC

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
CRGANISAST, TUGAS DAN FUNGS] BERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEENIS
PANTI ASUHAN TAT TWAM AS] PADA
DINAS SOBIAL, PENGENDALIAN PENDUDUE,
RELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
FEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWOREFC

BAGAN ORGANISIAS]
UPT PANTI ASUTHAN TAT TWAM AS]
PADA DINAS S0SIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWORE MY

KEPALA
UPT PANTI ASUHAN
TAT TWAM AR]
i SUBBAGIAN
KELOMPOR TATA USAHA
JABRATAN FUNMGSIOMNAL
PELAKSANA

BUPATI PURWOREJO
Ted
AGUS BASTIAN



